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Abstract. The legal consequences after a bank merger do not only occur in the merger 

and change of company name, but continue in every legal action of the bank prior to the 

merger. Likewise, PT. Indonesian Sharia Bank, Tbk. Medan Ahmad Yani branch, which 

has collateral binding documents with the name of the bank prior to the merger so that a 

conversion process or change of bank identity is required for the binding documents. The 

formulation of the problem in this thesis is: What are the arrangements related to the 

implementation of the merger of Islamic Banks of the Association of State-Owned Banks 

regarding changes in bank identity in the binding of guarantees that were made before 

the merger? What are the legal consequences of the implementation of the merger of the 

Sharia Bank Association of State-Owned Banks against the binding of guarantees made 

before the establishment of PT. Indonesian Sharia Bank, Tbk.? What are the constraints 

on changing the bank's identity on binding guarantees made before the establishment of 

PT. Indonesian Sharia Bank, Tbk. Medan Branch Ahmad Yani?. This research is a 

normative legal research and is descriptive-analytical. Research with a statutory 
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approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach) uses 

primary and secondary data sources by collecting data through library research and field 

research. Qualitative data analysis methods are used to process and analyze research 

data and then conclusions are drawn using deductive methods through a normative 

framework. The results of the study found that the implementation of the merger resulted 

in the binding document which stated the name of the guarantee recipient was PT. 

Mandiri Syariah Bank, PT. BNI Syariah or PT. BRI Syariah, Tbk. then the conversion is 

carried out to become PT. Indonesian Sharia Bank, Tbk. This is based on the principle of 

guarantee law, in the guarantee binding documents there must be, mandatory and 

registered in the name of the recipient. In the case of PT. Indonesian Sharia Bank, Tbk. 

If the bank has not changed the identity of the bank in the collateral binding document, it 

will potentially result in the auction request being rejected by the auction official, because 

the applicant for the execution auction is not the name registered in the collateral binding 

document. 

Keywords: Merger, Binding Collateral, Banking Guarantee 

 

Abstrak. Akibat hukum pasca merger bank tidak hanya terjadi pada penggabungan dan 

pergantian nama perseroan, tetapi berlanjut pada setiap perbuatan hukum bank sebelum 

merger. Begitu pula yang ditemui PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan 

Ahmad Yani, dimana memiliki dokumen pengikatan jaminan dengan nama bank sebelum 

merger sehingga diperlukan proses konversi atau perubahan identitas bank atas dokumen 

pengikatan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: Bagaimana 

pengaturan terkait pelaksanaan merger Bank Syariah Himpunan Bank Milik Negara 

terhadap perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan yang telah dibuat sebelum 

merger? Bagaimana akibat hukum pelaksanaan merger Bank Syariah Himpunan Bank 

Milik Negara terhadap pengikatan jaminan yang dibuat sebelum berdirinya PT. Bank 

Syariah Indonesia, Tbk.? Bagaimana kendala perubahan identitas bank pada pengikatan 

jaminan yang dibuat sebelum berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang 

Medan Ahmad Yani?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat 

deskriptif analitis. Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (Statute 

Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) menggunakan sumber 

data primer dan sekunder dengan mengumpulkan data secara penelitian kepustakaan 



(Library Research) serta penelitian lapangan (Field Research). Metode analisis data 

kualitatif digunakan untuk mengolah dan menganalisi data hasil penelitian dan 

selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif melalui kerangka 

normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan merger mengakibatkan pada 

dokumen pengikatan yang tertera nama penerima jaminan adalah PT. Bank Syariah 

Mandiri, PT. BNI Syariah atau PT. BRI Syariah, Tbk. maka dilakukan konversi menjadi 

menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Hal tersebut berdasarkan asas hukum jaminan, 

dalam dokumen pengikatan jaminan harus ada, wajib dan terdaftar atas nama penerima. 

Dalam hal PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. belum melakukan perubahan identitas bank 

pada dokumen pengikatan jaminan maka akan menimbulkan potensi dapat ditolak 

permohonan lelang oleh pejabat lelang, karena pemohon lelang eksekusi bukanlah nama 

yang terdaftar dalam dokumen pengikatan jaminan. 

Kata kunci: Merger, Pengikatan Jaminan, Jaminan Perbankan 

 

LATAR BELAKANG 

Pelaksanaan merger Bank Syariah Himbara, terdapat beberapa permasalahan yang 

akan timbul pasca merger tersebut. Selain dari konsolidasi aktiva dan pasiva Perseroan, 

namun juga terhadap perjanjian-perjanjian dari kredit/pembiayaan eksisting masing-

masing bank, terutama pada pengikatan jaminan. Hukum jaminan mempunyai 5 asas 

penting berdasarkan hasil analisis dari berbagai peraturan perundang-undangan sebagai 

berikut: Asas Publicitet yaitu semua hak wajib didaftarkan; Asas Specialitet bahwa hak 

tanggungan, fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan kepada barang yang terdaftar 

atas nama orang tertentu; Asas tak dapat dibagi- bagi hak tanggungan, fidusia, hipotek 

dan gadai; Asas Inbezittstelling yaitu barang jaminan harus ada nama penerima dan Asas 

Horizontal bahwa bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan.1 

Berdasarkan asas hukum jaminan tersebut, maka pada pengikatan jaminan dari 

Bank Syariah Himbara telah dilakukan pendaftaran jaminan mengunakan nama dari 

masing-masing bank sebelum merger yakni PT. Bank Syariah Mandiri, PT. BNI Syariah 

dan PT. BRI Syariah, Tbk. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh nasabah dan pihak bank 

 
1Akhmad Fauzi, Misbahul Huda, dan Erwin Syahruddin, “Implementasi Hak Tanggungan dalam Perbankan 

Syariah dalam mewujudkan kepastian hukum”, Jurnal PALAR (Pakuan Law Review) Vol. 07, No. 02, 

Desember 2021, hal. 80. 
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(PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.) mengajukan permohonanan eksekusi jaminan melalui 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau balai lelang swasta, maka 

akan timbul persoalan dimana nama yang terdaftar dalam dokumen jaminan kebendaan 

adalah nama-nama bank sebelum menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Hal ini akan 

menimbulkan akibat hukum dapat ditolak permohonan lelang oleh pejabat lelang, karena 

pemohon lelang eksekusi bukanlah nama yang terdaftar dalam dokumen pengikatan 

jaminan. Oleh karena itu, melihat dari konsekuensi hukum yang akan timbul dikemudian 

hari dari merger tersebut, perlu dilakukan perubahan dan/atau pembaruan nama bank 

yang terdaftar dalam dokumen pengikatan jaminan.  

Pengikatan jaminan sebagai perlindungan bank atas pembiayaan yang telah 

disalurkan dan dengan adanya pelaksanaan merger akan menimbulkan akibat hukum atas 

perubahan nama bank pada dokumen pengikatan jaminan. Mengingat, Bank Syariah 

Indonesia merupakan salah satu bank yang pemilik modal adalah pemerintah dimana 

memiliki harapan yang tinggi untuk memberikan manfaat bagi pemerintah dan 

masyarakat baik dari keuntungan perusahaan serta peningkatan ekonomi syariah di 

Indonesia kedepannya.  

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani sebelum terjadi 

merger Bank Syariah Himbara merupakan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan 

Ahmad Yani, sehingga dokumen pengikatan jaminan eksisting atau sebelum merger 

adalah dari nasabah pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad 

Yani, sehingga yang tertera pada dokumen pengikatan esksisting adalah “PT. Bank 

Syariah Mandiri” dimana PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani 

memiliki 235 (dua ratus tiga puluh lima) dokumen hak tanggungan serta 27 (dua puluh 

tujuh) dokumen fidusia.2 Oleh karena itu, diperlukan proses konversi atau perubahan 

identitas bank atas dokumen pengikatan tersebut menjadi “PT. Bank Syariah Indonesia, 

Tbk.”  

Bank Syariah Indonesia tentunya memiliki jutaan nasabah pembiayaan dan dari 

pelaksanaan merger tersebut dapat menimbulkan risiko bagi Bank Syariah Indonesia 

dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan pembiayaan, sehingga diperlukan kajian yang 

dapat memberikan solusi dan dasar hukum guna memberikan perlindungan dan kepastian 

 
2Rizaldi, Area Collection & Recovery Manager,  PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Medan, wawancara 

tanggal 17 Oktober 2022. 



hukum dalam pelaksanaan merger ini terutama pada perubahan identitas bank pada 

pengikatan jaminan yang telah dibuat sebelum merger serta kendala-kendala yang akan 

terjadi dalam perubahan tersebut. Pelaksanaan merger Bank Syariah Indonesia, tentunya 

juga harus memperhatikan dari sisi dan kepentingan nasabah dalam hal ini perlindungan 

nasabah sebagai konsumen lembaga perbankan baik yang berkaitan dengan jasa-jasa 

transaksi perbankan, keamanan dan kerahasiaan data nasabah serta dengan menjamin 

kepastian bank syariah berjalan sesuai prinsip dan kaidah syariah Islam. 

Rumusan Masalah. 

1. Bagaimana pengaturan terkait pelaksanaan merger Bank Syariah Himpunan Bank 

Milik Negara terhadap perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan yang 

telah dibuat sebelum merger? 

2. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan merger Bank Syariah Himpunan Bank Milik 

Negara terhadap pengikatan jaminan yang dibuat sebelum berdirinya PT. Bank 

Syariah Indonesia, Tbk.? 

3. Bagaimana kendala perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan yang dibuat 

sebelum berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani? 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, Penelitian ini menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual 

(Conceptual Approach). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data secara penelitian kepustakaan (Library Research). Alat 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, Studi dokumen, Pedoman 

wawancara. Dalam penelitian ini, analisis data akan menggunakan metode analisa data 

kualitatif. Proses analisis data dilakukan dengan metode konstruksi hukum. Metode 

analisa data kualitatif adalah metode yang besifat interaktif 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan Terkait Pelaksanaan Merger Bank Syariah Himpunan Bank Milik 

Negara Terhadap Perubahan Identitas Bank Pada Pengikatan Jaminan Yang Telah 

Dibuat Sebelum Merger 

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Memilki ketentuan internal yakni Petunjuk 

Teknis Operasional (PTO) terkait perubahan nama penerima jaminan pada dokumen 

terkait pengikatan agunan nasabah pembiayaan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. berlaku 

sejak tanggal 25 Februari 2022, maka PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan 

Ahmad Yani mengikuti ketentuan tersebut dalam melakukan konversi dokumen 

pengikatan jaminan yang telah dibuat sebelum merger. Berikut ketentuan latar belakang 

dari ketentuan tersebut, antara lain: 3 

a. Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank BRIsyariah Tbk., PT Bank Syariah 

Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 

mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Bank Legacy beralih demi hukum kepada 

PT Bank Syariah Indonesia Tbk.). Peralihan tersebut meliputi barang bergerak 

maupun tidak bergerak, yang timbul karena berlakunya suatu ketentuan hukum atau 

atas dasar suatu kontrak atau perjanjian.  

b. Sehubungan dengan kondisi di atas, terhitung sejak efektif penggabungan PT Bank 

BRIsyariah Tbk., PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri:  

1) Piutang yang dijamin dengan Hak tanggungan beralih demi hukum segala hak 

dan kewajiban kepada PT Bank BRIsyariah Tbk. (yang efektif per tanggal 01 

Februari 2021 berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.) sebagai 

Bank Yang Menerima Penggabungan.  

2) Piutang yang dijamin dengan Fidusia beralih demi hukum segala hak dan 

kewajiban kepada PT Bank BRIsyariah Tbk. (yang efektif per tanggal 01 

Februari 2021 berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.) sebagai 

Bank Yang Menerima Penggabungan. 

3) Piutang yang dijamin dengan Hipotek atas kapal beralih demi hukum 

segala hak dan kewajiban kepada PT Bank BRIsyariah Tbk. (yang efektif per 

 
3Bapak Syukri Gusril, Regional Collection Officer, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Medan, wawancara 

tanggal 17 Oktober 2022. 



tanggal 01 Februari 2021 berubah nama menjadi PT Bank Syariah 

Indonesia Tbk.) sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan. 

c. Kondisi tersebut mengakibatkan dokumen terkait pengikatan agunan perlu 

disesuaikan menjadi atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penyesuaian 

tersebut diperlukan terutama untuk keperluan tertentu antara lain lelang agunan, 

roya karena pelunasan pembiayaan, atau keperluan lain. 

Berdasarkan kondisi pelaksanaan merger tersebut, maka PT. Bank Syariah 

Indonesia, Tbk memliliki Standar Operasional Prosedur  (SOP) terkait perubahan 

identitas pengikatan jaminan sebagai berikut: 4 

a. Terhadap dokumen pengikatan jaminan/agunan pembiayaan berupa Hak 

Tanggungan, Fidusia dan Hipotek Kapal dengan kondisi nama penerima jaminan 

yang tercantu pada dokumen pengikatan dimaksud masih menggunakan nama Bank 

Legacy atau nama bank sebelum merger, maka dilakukan pendaftaran perubahan 

nama penerima jaminan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. 

b. Tahap proses perubahan nama penerima jaminan pada dokumen pengikatan secara 

umum adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Tahap Proses Perubahan Nama Penerima Jaminan 

No Nama Penerima Jaminan pada 

Dokumen Pengikatan 

Tahap Proses Perubahan Nama 

Penerima Jaminan 

1 PT. Bank Syariah Mandiri 1) Pendaftaran Penggabungan 

(merger) sertifikat pengikatan 

menjadi PT. BRIsyariah, Tbk. 

2) Pendaftaran perubahan nama 

penerima jaminan menjadi PT. 

Bank Syariah Indonesia, Tbk. 

2 PT. Bank BNI Syariah 

3 PT. BRIsyariah, Tbk. Pendaftaran perubahan nama 

penerima jaminan menjadi PT. Bank 

Syariah Indonesia, Tbk. 

Keterangan: 

 
4Ibid. 
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Tahap proses perubahan nama penerima jaminan pada dokumen pengikatan 

disesuaikan dengan regulasi jaminan yang diterbitkan oleh instansi terkait. 

c. Pendaftaran perubahan nama penerima jaminan pada dokumen terkait pengikatan 

yang dilakukan dengan menggunakan jasa Notaris/PPAT, maka dilakukan melalui 

Notaris/PPAT rekanan Bank. Perubahan pendaftaran nama penerima jaminan pada 

dokumen pengikatan melalui Hak Tanggungan Elektronik dilakukan oleh 

Officer/Staff PIC Hak Tanggungan (HT) Elektronik di Financing Operation Unit 

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.  

d. Biaya pendaftaran perubahan nama penerima jaminan dan biaya terkait lainnya 

yang timbul menjadi Beban Bank. 

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani sebelum terjadi 

merger Bank Syariah Himbara merupakan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan 

Ahmad Yani, sehingga dokumen pengikatan jaminan eksisting atau sebelum merger 

adalah dari nasabah pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad 

Yani, sehingga yang tertera pada dokumen pengikatan esksisting adalah “PT. Bank 

Syariah Mandiri”. Oleh karena itu, diperlukan proses konversi atau perubahan identitas 

bank atas dokumen pengikatan tersebut menjadi “PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.” 

Akibat Hukum Pelaksanaan Merger Bank Syariah Himpunan Bank Milik Negara 

Terhadap Pengikatan Jaminan Yang Dibuat Sebelum Berdirinya Pt. Bank Syariah 

Indonesia, Tbk. 

Pelaksanaan merger Bank Syariah Himbara, terdapat beberapa akibat hukum yang 

akan timbul pasca merger tersebut. Penggabungan perseroan mengakibatkan pereroan 

yang menggabungkan diri yani BSM dan BNIS berakhir karena hukum. Selain dari 

konsolidasi Aktiva dan pasiva BSM dan BNIS yang beralih karena hukum kepada BRIS 

namun juga terhadap hubungan hukum dan perjanjian-perjanjian yang dibuat atau telah 

ada sebelum merger harus beralih kepada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., terutama 

pada perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan.  

Ketentuan Pasal 122 UUPT telah mengatur segala aktiva dan pasiva  Perseroan 

yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima 

Penggabungan, dimana dalam aktiva bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan 

juga akan beralih kepada bank hasil merger. Pada dasarnya, setiap penyaluran kredit atau 



pembiayaan oleh bank akan diikat dengan perjanjian kredit atau akad pembiayaan serta 

pengikatan jaminannya. Maka melihat dari ketentuan Pasal 122 PT, maka segala 

perjanjian tersebut akan beralih kepada bank hasil merger yakni PT. Bank Syariah 

Indonesia, Tbk. 

Berdasarkan sifatnya, perjanjian pengikatan jaminan merupakan perjanjian 

acecesoir, yakni perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian 

pokok. Hukum jaminan mempunyai 5 asas penting berdasarkan hasil analisis dari 

berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Asas Publicitet yaitu semua hak 

wajib didaftarkan; Asas Specialitet bahwa hak tanggungan, fidusia dan hipotek hanya 

dapat dibebankan kepada barang yang terdaftar atas nama orang tertentu; Asas tak dapat 

dibagi- bagi hak tanggungan, fidusia, hipotek dan gadai; Asas Inbezittstelling yaitu 

barang jaminan harus ada nama penerima dan Asas Horizontal bahwa bangunan dan tanah 

bukan merupakan satu kesatuan.5 

Berdasarkan asas hukum jaminan tersebut, maka pada pengikatan jaminan dari 

Bank Syariah Himbara telah dilakukan pendaftaran jaminan mengunakan nama dari 

masing-masing bank sebelum merger yakni PT. Bank Syariah Mandiri, PT. BNI Syariah 

dan PT. BRI Syariah, Tbk. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh nasabah dan pihak bank 

(BSI) mengajukan permohonanan eksekusi jaminan melalui balai lelang, baik Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau balai lelang swasta. Maka akan 

timbul persoalan dimana nama yang terdaftar dalam dokumen jaminan kebendaan adalah 

nama-nama bank sebelum menjadi BSI. Hal ini akan menimbulkan potensi dapat ditolak 

permohonan lelang oleh pejabat lelang, karena pemohon lelang eksekusi bukanlah nama 

yang terdaftar dalam dokumen pengikatan jaminan. Oleh karena itu, akibat hukum dari 

pelaksanaan merger Bank Syariah Himbara, perlu dilakukan perubahan identitas bank 

yang terdaftar dalam dokumen pengikatan jaminan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, 

Tbk. 

 

 

 

 
5Akhmad Fauzi, Misbahul Huda, dan Erwin Syahruddin, Op.Cit., hal. 80. 
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Kendala Perubahan Identitas Bank Pada Pengikatan Jaminan Yang Dibuat 

Sebelum Berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani 

Berdasarkan infomasi dari Bapak Rizaldi, hasil proses PT. Bank Syariah Indonesia, 

Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani dalam melakukan konversi atau perubahan pendaftaran 

nama penerima jaminan posisi tanggal 01 Oktober 2022 sebagai berikut:6 

a. Hak Tanggungan 

Tabel 1.2 Dokumen Hak Tanggungan 

Jumlah 

SHT 

Jenis SHT Selesai Konversi Proses Konversi 

Manual  HT-el Manual  HT-el Manual  HT-el 

235 233 2 180 2 53 0 

Keterangan: 

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani memiliki 235 (dua 

ratus tiga puluh lima) dokumen Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang perlu 

dilakukan perubahan identitas dan terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) 

dokumen SHT yang telah selesai konversi serta terdapat 53 (lima puluh tiga) 

dokumen SHT dalam proses konversi, sehingga pencapaian proses perubahan 

identitas dokumen SHT mencapai 77% (tujuh puluh tujuh persen). 

b. Fidusia 

Tabel 1.3 Dokumen Fidusia 

Jumlah SJF Selesai Konversi Proses Konversi 

27 22 5 

 

Keterangan: 

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani memiliki 27 (dua 

puluh tujuh) dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) yang perlu dilakukan 

perubahan identitas dan terdapat 22 (dua puluh dua) dokumen SJF yang telah 

selesai konversi serta terdapat 5 (lima) dokumen SJF dalam proses konversi, 

 
6Ibid. 



sehingga pencapaian proses perubahan identitas dokumen SJF mencapai 81% 

(delapan puluh satu persen). 

c. Hipotek Kapal 

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Medan Ahmad Yani tidak memiliki 

jaminan berupa Hipotek Kapal. 

Berdasarkan informasi tersebut, maka dapat disampaikan sejak tanggal 01 

Februari 2021 Bank Syariah Himbara melakukan merger dan sampai saat dengan ini 

beroperasional menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. proses perubahan identitas 

bank pada pengikatan jaminan belum tuntas dan tentunya akan menimbulkan potensi 

permasalahan hukum terhadap jaminan bagi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang 

Medan Ahmad Yani. 

Kendala perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan pada PT. Bank 

Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani sebagai berikut: 7 

a. Berdasarkan historical PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. di wilayah Medan, proses 

pengurusan perubahan identitas bank untuk 1 (satu) dokumen Hak Tanggungan di 

Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Medan membutuhkan waktu kurang lebih 6 

(enam) minggu, sedangkan untuk perubahan pendaftaran jaminan fidusia pada 

Kantor Pendaftaran Fidusa membutuhkan waktu yang relative lebih cepat yakni 

kurang lebih 2 (dua) minggu; 

b. Lamanya waktu pengurusan berdasarkan kelengkapan dokumen persyaratan yang 

telah ditentukan oleh instansi, apabila terdapat dokumen kurang, tidak jelas atau 

jatuh tempo, serta untuk pendaftaran Hak Tanggunan terdapat sertifikat yang perlu 

dilakukan plotting atau proses verifikasi keaslian sertifikat tanah dengan teknologi 

Global Positioning System (GPS) untuk mengetahui posisi asli lahan di dalam 

Database peta satelit di pendaftaran BPN, maka pengurusan tersebut dapat 

membutuhkan waktu yang lebih lama; 

c. Regional Financing Operation Medan, melakukan penunjukan dan perjanjian kerja 

sama kepada tiga notaris di kota medan terkait pengurusan perubahan identitas bank 

pada pengikatan jaminan pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. untuk wilayah 

Medan. Berdasarkan informasi dari notaris, di BPN Kota Medan terdapat 

 
7Ibid. 
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pembatasan antrian berkas/dokumen pengurusan perubahan pendaftaran identitas 

Bank dimana dalam 1 (satu) kali memasukkan antrian berkas/dokumen pengurusan 

tersebut hanya diperbolehkan 5 (lima) berkas sampai dengan berkas tersebut 

diverifikasi oleh staff BPN, sehingga dokumen hak tanggungan tidak bisa diproses 

sekaligus. 

d. Dari aspek ekonomis, terkait biaya perubahan nama penerima jaminan pada Hak 

Tanggungan/Fidusia/Hipotek Kapal kepada Notaris/PPAT menjadi dan instansi 

terkait menjadi tanggungan biaya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Dalam 1 (kali) 

proses pengurusan perubahan identitas rata-rata invoice/tagihan dari Notaris/PPAT 

terkait sebesar  Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana termasuk jasa 

notaris/PPAT, biaya dari instansi terkait serta Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNPB). Dalam hal ini PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan memiliki 

262 (dua ratus enam puluh dua) dokumen pengikatan jaminan yang akan diproses 

perubahan identitas, maka membutuhkan biaya kurang lebih sebesar Rp 

1.048.000.000,- (satu miliar empat puluh delapan juta rupiah); 

e. Potensi nasabah/pemilik jaminan pembiayaan bermasalah melakukan perlawanan 

terhadap eksekusi jaminan, seperti: 

1) Tidak melengkapi dokumen persyaratan eksekusi; 

2) Jika terdapat SKMHT yang jatuh tempo dan/atau perlu dilakukan 

penandatanganan APHT kembali, maka nasabah bisa menolak atau tidak 

kooperatif; 

3) Nasabah melalukan blokir kepada sertifikat melalui BPN. 

Berdasarkan potensi diatas, terdapat potensi penolakan permohonan lelang dari 

KPKNL/ balai lelang swasta apabila permohonan lelang masih menggunakan 

dokumen pengikatan dari nama Bank sebelum merger; 

f. Untuk nasabah yang telah lunas, namun dokumen pengikatan masih atas  nama 

bank sebelum merger, maka sertipikat tidak dapat langsung dilakukan roya dan 

perlu dilakukan konversi atau perubahan identitas bank karena nama bank yg tertera 

di surat tersebut sudah berakhir karena hukum atau merger menjadi PT. Bank 

Syariah Indonesia, Tbk.  bank sehingga nasabah harus menunggu proses tersebut 

untuk jaminan dapat diserahkan ke nasabah. Hal ini dapat menimbulkan potensi 



somasi/gugatan dari Nasabah yang telah lunas pembiayaannya dan dokumen 

jaminan belum diserahkan oleh Bank.  

Berdasarkan teori hukum sebagai sistem, kendala perubahan identitas bank pada 

dokumen pengikatan didasari sebagai berikut: 

a. Substansi 

Berdasarkan asas hukum jaminan dan peraturan perundangan bahwa pada dokumen 

jaminan harus ada, wajib dan terdaftar atas nama penerima jaminan, sehingga dalam 

hal ini PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. agar secara hukum tetap memiliki 

kekuatan eksekutorial atas jaminan bank harus melakukan perubahan identitas bank 

pada setiap dokumen pengikatan sedangkan dalam proses konversi tersebut 

memerlukan waktu dan biaya serta PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. memiliki 

jutaan nasabah dan ribuan dokumen pengikatan yang perlu diproses untuk konversi 

tersebut. 

b. Struktur 

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani dimana sebelumnya 

merupakan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani memiliki 235 

(dua ratus tiga puluh lima) dokumen hak tanggungan serta 27 (dua puluh tujuh) 

dokumen fidusia yang perlu dilakukan proses konversi atau perubahan identitas 

bank atas dokumen pengikatan tersebut, dan harus melakukan proses Single System 

atau proses integrasi sistem PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk serta jumlah 

karyawan yang terbatas untuk melayani ribuan nasabah merupakan kendala dan 

hambatan bagi BSI Cabang Medan Ahmad Yani. 

c. Budaya Hukum 

Pelaksanaan merger PT. Bank Syariah Indonesia bertujuan untuk mengembangkan 

potensi perbankan syariah dan industri keuangan syariah yang sangat besar dimana 

mayoritas masyarakat Indonesia merupakan umat muslim dengan menciptakan 

Bank Syariah terbesar di Indonesia dengan kekuatan modal dan aset yang dapat 

bersaing dengan bank umum konvensional. Pencapaian Market Share perbankan 

syariah hanya mencapai 5,99% (lima koma sembilan puluh sembilan persen) sejak 

25 (dua puluh lima) tahun lalu bank syariah pertama hadir sehingga pemerintah 

memiliki harapan yang tinggi kepada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. untuk 
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memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat baik dari keuntungan 

perusahaan serta peningkatan ekonomi syariah di Indonesia kedepannya.  

Pelaksanaan merger Bank Syariah Himbara memerlukan pengaturan khusus baik 

dalam proses merger perseroan, perlindungan hukum terhadap bank dan nasabah, serta 

pada perbuatan hukum bank sebelum merger khususnya pada pengikatan jaminan agar 

proses merger PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. ini berjalan lancar dan membawa 

manfaat bagi pemerintah, perseroan, nasabah dan masyarakat Indonesia. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Pengaturan terkait pelaksanaan merger Bank Syariah Himpunan Bank Milik Negara 

(Himbara) diatur oleh peraturan perundangan, dimana pelaksanaan merger 

mengakibatkan terjadi penggabungan aktiva dan pasiva perseroan dari PT. Bank 

Syariah Mandiri dan PT. BNI Syariah beralih kepada PT. BRISyariah, Tbk. menjadi 

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., terhadap nasabah bank legacy maka setiap 

produk perbankan yang telah digunakan dan setiap perikatan pada bank sebelumnya 

beralih kepada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. , serta pada dokumen pengikatan 

yang tertera nama penerima jaminan adalah PT. Bank Syariah Mandiri, PT. BNI 

Syariah atau PT. BRISyariah, Tbk. maka dilakukan konversi menjadi menjadi PT. 

Bank Syariah Indonesia, Tbk. 

2. Berdasarkan asas hukum jaminan, dalam dokumen pengikatan jaminan harus ada, 

wajib  dan terdaftar atas nama penerima. Dalam hal PT. Bank Syariah Indonesia, 

Tbk. belum melakukan perubahan identitas bank pada dokumen pengikatan 

jaminan maka akan menimbulkan potensi dapat ditolak permohonan lelang oleh 

pejabat lelang, karena pemohon lelang eksekusi bukanlah nama yang terdaftar 

dalam dokumen pengikatan jaminan. Oleh karena itu, akibat hukum dari 

pelaksanaan merger bank syariah Himbara, perlu dilakukan perubahan identitas 

bank yang terdaftar dalam dokumen pengikatan jaminan menjadi “PT. Bank 

Syariah Indonesia, Tbk.” 

3. Kendala yang dihadapi dalam perubahan identitas bank pada dokumen pengikatan 

jaminan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani antara 

lain lamanya waktu pengurusan konversi atau perubahan pendaftaran jaminan pada 



instansi terkait, dari aspek ekonomis terdapat biaya perubahan nama penerima 

jaminan yang menjadi tanggungan bank, serta potensi nasabah/pemilik jaminan 

pembiayaan bermasalah melakukan perlawanan terhadap eksekusi jaminan. 

Saran 

1. Dapat dipertimbangkan bagi pemerintah untuk membuat pengaturan khusus 

mengenai pelaksanaan merger Bank Syariah Himbara terhadap pengikatan jaminan 

baik melalui Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Republik Indonesia mengingat konversi dokumen pengikatan jaminan 

membutuhkan waktu dan biaya yang besar, sehingga memberikan perlindungan 

hukum bagi bank dan nasabah serta meminimalisir potensi sengketa atau 

permasalahan lain yang akan timbul. Mengingat PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. 

merupakan salah satu bank yang pemilik modal adalah pemerintah dimana 

memiliki harapan yang tinggi untuk memberikan manfaat bagi pemerintah dan 

masyarakat baik dari keuntungan perusahaan serta peningkatan ekonomi syariah di 

Indonesia kedepannya. 

2. Dapat dipertimbangkan bagi pemerintah dan instansi terkait khususnya Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau balai lelang swasta untuk 

memberikan aturan khusus dalam permohonan pelaksanaan eksekusi oleh PT. Bank 

Syariah Indonesia, Tbk. dimana memberikan perlindungan hukum agar bank tidak 

kehilangan hak preferensinya selama proses pelaksanaan merger terhadap 

perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan. 

3. Dapat dipertimbangkan bagi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan 

Ahmad Yani untuk membuat ketentuan internal tertulis atau Dashboard yang 

khusus mengatur tentang monitoring berkala terkait proses konversi atau perubahan 

identitas bank terkait pengikatan jaminan eksisting dalam rangka percepatan proses 

perubahan tersebut untuk meminimalisir risiko terkait penanganganan pembiayaan 

bermasalah dan potensi permasalahan lain yang akan timbul. 
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